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Abstrak 
Kejahatan merupakan sebuah akibat reaksi sosial perkembangan masyarakat 
sekarang,Seiring perkembangan zaman seperti zaman moderen sekarang dan di dukung 
dengan perkembangan telnologi dan informasi tang sangat pesat saat ini tidak menutup 
kemungkinan bahwa kejahatan akan semakin meningkat pula.perdagangan orang juga 
merupakan termasuk kejahatan,dan ia juga termasuk dalam perlakuan kejam terburuk yang 
melanggar harkat dan martabat manusia.indonesia juga ikut turut serta dalam 
pemberantasan perdagangan orang yang sudah di atur dalam Undang-undang No 21 tahun 
2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.dalam melaksanakan 
pemberantasan dan pencegahan itu kita juga harus mengetahui fakto-faktor apa saja yang 
memicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta tujuan/model dari kejahat 
perdagangan orang tersebut.Dengan adanya Undang-undang No 21 tahun 2007 ini dapat 
bermanfaat menaggulangi tindak pidan dan memberi sanksi bagi pelaku perdagangan orang 
dapat diterapkan semaksimal mungkin dan memberi efek jera kepada pelaku perdagangan 
orang tersebut serta melindungi hak korban. 

 
Kata Kunci: Perdagangan, Pelecehan, Pemberantasan. 
 
Pendahuluan  

Perdagangan Wanita adalah bentuk dari perbudakan manusia perdagangan 

Wanita juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari perlanggaran 

harkat dan martabat manusia.bertambah maraknya perdagangan Wanita di negara 

saat ini dan salah satunya Indonesia,Indonesia sebagai bangsa,internasional,dan 

anggota organisasi,terutama perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Perempuan, remaja 

dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban atas kasus 

perdagangan Wanita.korban di perdagangkan tidak hanya untuk kasus pelacuran 

atau bentuk ekspolitasi lain,misalnya seperti kerja paksa atau pelayanan 

paksa,perbudakan,atau peraktik serupa perbudakan itu. (Mh, n.d.) 

 Pelaku tindak pidana perdagangan wanita biasanya melakukan 

perekrutan,pengangkutan,pemindahan,penyembunyian,atau penerima orang untuk 

tujuan menjebak,menjerumuskan,atau memanfaatkanorang tersebut dalam bentuk 
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ekspolitasi dengan segala bentuk seperti ancaman kekerasan,penggunaan 

kekerasan,penculikan pemalsuan,penipuan,dan penyalah gunaan kekuasaan. 

Tindak pidana perdagangan Wanita tidak hanya melibatkan perorangan tetapi 

juga korporasi dan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan wewenang 

kekuasaanny.Jaringan pelaku perdagangan Wanita memiliki jaringan yang tidak 

hanya di antara dalam negri tetapi di antar negara. 

Dan saat ini di Indonesia sendiri jarang ada yang melaporkan tentang 

perdagangan Wanita di karenakan korban cenderung tidak mau melaporkan karena 

cenderung mengalami trauma psikis berat atau mengalami ancaman karena posisinya 

sebagai saksi-korban. 

 

Metode Penelitian 

Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan 

undang-undang yang relevan, yaitu undang-undang yang berhubungan dengan 

tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan analisis terhadap Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. 

Kajian ini merupakan kajian konseptual yang melakukan mengevaluasi terhadap 

konsep teoritis dengan menggunakan kajian literatur. 

 

Pembahasan/Hasil  

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang  

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan 

tindak pidana perdagangan orang menegaskan bahwa:  

“Tindakanperekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasa, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 

bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memengang kendali orang tersebut. Baik yang di lakukan dalam negara 

maupun antar negara,untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

terekploitasi.” 

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan 

tindak pidana perdagangan orang memberikan penjelasan mengenai eksploitasi yaitu 

dengan menegaskan bahwa:  

“Ekploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 

meliputi,tetapi tidak terbatas pada perbudakan, kerja atau pelayana 

paksa,pemanfaatan fisik, penindasa, pemerasan, organ reproduksi, seksual, 

atau secara melawan hukum. Mentranpalasi atau memindahkan organ atau 
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jaringan tubuh,atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak 

lain untuk mendapatkan keuntugan bak bersifat materil maupun inmateril.” 

Dengan adanya pengertian tindak pidana dan pengertian tindak pidana 

perdagangan orang di atas maka dapat di pahami, bahwa tindak pidana perdagangan 

orang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh 

seseorang yang tidak bertanggung jawab dan di lakukan oleh perseorangan atau bdan 

hukum yang melakukan perekrutan,pengiriman,penampungan, pemindahan, atau 

penerimaan seorang dengan ancamanatau penggunaaan kekerasan atau bentuk-

bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penjeratan utang sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut.baik 

dilakukan dalam negara maupun antar negara,demi tujuan ekploitasi ,sehingga 

perbuatan yang di lakukan tersebut dapat di kenakan sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Rahman, 2007) 

 

B. Faktor-faktor Perdagangan Orang 

Jika berbicara mengenai faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan 

orang,tentu kita tidak bisa menentukan penyebab terjaidnya perdagangan orang dari 

satu faktor saja,karena kasus ini begitu konfleks dan penyebabnya multifaktor,akan 

tetapi ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi untuk terjadinya human 

trafficking. (Rosenberg, 2003) 

Praktek perdagangan orang yang masih sering terjadi di indonesia maupun di 

negara-negara asia tenggara,biasanya identik dengan kekerasan dan pekerjaan-

pekerjaan yang di ketahui paling banyak di jadikan tujuan perdagangan yaitu 

perempuan dan anak-anak. Terjadinya perdagangan terhadap perempuan dan anak-

anak merupakan multifaktor,yang bisa di katakan bukan masalah 

sederhana,sehingga di perlukan kerjasama yang sinergi dari berbagai instansi aparat 

penegak hukum.Untuk mencegah terjadinya perdagangan orang khususnya 

perempuan dan anak salah satu faktor yang dapat di laksanakan adalah 

pemberdayaan sumber daya manusia. (Putri & Takariawan, 2017)  

Beberapa Faktor-faktor terjadi perdagangan orang adalah; 

1. Faktor Ekonimi 

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan 

manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan susahnya lapangan pekerjaan yang 

ada. Sehingga penyebab inilah yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan 

sesuatu dengan cara bekerja keluar negri walaupun resiko besar yng mereka 

hadapi. (Farhana, 2010) 

Tingkat ekonomi yang rendah sering kali menjadi sumber munculnya 

sejumlah masalah sosial, antara lain semakin banyak pengemis yang bermunculan 
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dan terlantarnya anak-anak. Tidak jarang juga dengan adanya kemiskinan ini 

munculnys disharmoni keluarga, termasuk didalamnya muncul praktik 

perdagangan perempuan dan anak-anak untuk tujuan pelacuran. (Hanifah, 2008) 

2. Faktor Ekologis 

Penduduk indonesia yang sangat amat banyak ini jumlahnya yaitu 270 juta 

jiwa, dan secara geografi indonesia terdiri dari 17000 pulau dan 34 provinsi. Dan 

juga letak indonesia sendiri sangat strategis untuk menjadi negara asal dan transit. 

Dan di indonesia juga di lengkapi dengan banyaknya pelabuhan dan bandar udara 

yang hampir ada disetiap daerah. (Simartama et al., 2021) 

Kepadatan penduduk disuatu daerah juga merupakan salah satu faktor yang 

dapat mendorong banyak orang untuk berimigrasi mencari pekerjaan agar bisa 

membiayai hidup mereka dan keluarga, sehingga banyak orang yang masih 

memilih untuk mencari pekerjaan diluar daerah mereka dan bahkan bisa saja 

sampai keluar negri hal inilah yang memicu kemunculan lembaga-lembaga tenaga 

kerja, dan apabila lembaga-lembaga tersebut tdak dikelola dengan benar maka 

akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, yang diantaranya bisa terjadi 

kejahatan perdagangan orang (Human Trafficking). (Wijaya, 2020) 

3. Faktor sosial budaya 

Indonesia merupakan negara yang beragam budaya, suku, ras, bahasa, 

agama, tradisi, dan kepercayaan dari keanekaragaman inilah yang menjadi suatu 

kekayaan bangsa yang sangat bernilai sekali. Yang tersebar disemua kepulauan 

yang ada di indonesia,kurang lebih 400 bahasa yang dgunakan diseuruh penjuru 

nusantara baik itu dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote. 

(Polhaupessy, 2021) 

Menurut farit, anwar dan irwanto contoh salah satu kasus perdagangan orang 

yang terjadi akibat faktor sosial yaitu kasus yang terjadi di ponorogo, karena di 

ponorogo terdapat suatu kepercayaan dalam masyarakat, apabila seseorang 

berhubungan badan dengan anak-anak makanya meningkatkan kekuatan magis 

seseorang. Hal ini yang menimbulkan seseorang untuk melalukan perdagangan 

orang dengan korbannya adalah anak-anak dengan sasaran pembeliannya untuk 

menambah kekuatan dalam ilmu magisnya. (Farhana, 2010) 

4. Ketidakadaan Kesetaraan Gender 

Status sosial budaya patriyaki ini masih membedakan kedudukan antara laki-

laki dan perempuan, dimana dalam budaya ini laki-laki masih tinggi statusnya 

dibandingkan dengan perempuan dan hal ini masih nampak hingga saat ini dan 

kekerasan yang masih sering dialami oleh perempuan karena ketimpangan gender.  

Dengan demikian ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat cukup 

tinggi, dalam study yang dilakukan oleh Unicef bahwa kemauan politis untuk 
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mengimplementasikan isu-isu yang berkaitan dengan gender ini masih lemah. 

Mengingat masih banyaknya kasus kekerasan rumahtangga yang berbagai macam 

bentuknya merupakan isu yang masih dibutuhkan sebuah perhatian serius. 

Disamping itu laki-laki hanya melihat perempuan sebagai object pemuas nafsu 

seksual laki-laki saja, dan semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang 

rentan terhadap eksploitasi seksual oleh laki-laki. (Farhana, 2010) 

5. Faktor Penegakan Hukum 

Penegakan hukum dalam sebuah negara dilihat sangat penting untuk 

mengatur setiap warganya dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam 

kenyataan sering dijumpai bahwa para penegak hukum masih sering lalai dalam 

menjalankan tugasnya.(Irianto & Rahmanto, 2005) 

Hal ini bahkan menimbulkan terjadinya kejahatan dimana-mana salah 

satunya perdagangan manusia, karena para pelaku dengan mudah bisa saja 

membayar para aparat pemerintah dalam hal ini untuk memuluskan rencana jahat 

mereka dalam merekrut tenaga kerja yang illegal atau anak-anak dibawah umur 

untuk dikirim keluar negri. (Polhaupessy, 2021) 

6. Faktor Pendidikan  

Dalam hal ini pendidikan dirasakan memiliki peranan yang sangat penting 

disamping perlunya ijazah pendidikan yang sangat tinggi sebagai salah satu 

persyaratan. Pendidikan yang cukup dapat membuat seseorang memperoleh 

wawasan yang luas dan pengetahuan yang cukup dibandingkan dengan yang 

berpendidikan rendah, meskipun ini jaminan namun dengan modal tersebut 

seseorang tidak mudah untuk ditipu, dibohongi ataupun dikelabuhi oleh orang 

lain. Karena semakin rendahnya pendidikan seseorang biasanya ia akan semakin 

mudah untuk dipengaruhi. (Nugroho & Roesli, 2017) 

 

Kesimpulan 

Perdagangan wanita adalah bentuk modern dari perbudakan manusia 

Perdagangan Wanita juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari 

pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan Orang adalah tindakan 

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, 

baik yang dilakukan dl dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 

atau mengakibatkan orang tereksploitasi (UU. No 21 tahun 2007). 
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Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang 

paling banyak menjadi korban tindak pidana Perdagangan Wanita. Korban 

dipedagangan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, 

misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa 

perbudakan itu. 
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